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the other hand, it's going to teken Quite some time and yet
& long process to examine the Quality of the fish before

they're reing sold.
Fishing harbour a2s 2n important frcility to support the acti-

vity of exemining figh Quality are not yet being built,
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RINGKASAN

agian terbesar dari wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari perairan yang
mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sangat penting arti dan peranannya
bagi upaya pemingkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam
rangka pembangunan nasional.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstifusional dan sekaligus arah bagi
pengaturan berbagai ﬁa,l vang berkaitan dengan sumber daya ikan, dalam rangka
meneapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk didalamnya
ustuk memperbaiki kehidupan nelayan melfalui peningkatan pendapatannya. |

Diserabkannya urusan dalam bidang perikanan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, dimaksudkan agar dapat diperoleh dava guna dan hasil guna vang
seberar-besarnya dalam memanfastkan serta mengelola sumber daya perikanan di daersh.
secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kelestanan, kemakmuran rakyataya,
termasuk didalamnya adalah masyarakat nelayan.

Pantai yang berada diwilayah Kotamadya Dati II Semarang dan sekitarnya,
merupakan bagian yang tidak terpigsahkan dengan wiiayah pantai utara {paatura) Jawa
Tengah. Dt Pautura tersebut, vang sebagian penduduknya terdiri dart nmelayan, maka
perhatian khusus dari Pemerintah perly senantiasa diberikan datam rangka meningkatkan
pendapatan serta kesejahteraan hidupnya beserta keluarga. |

Kebiasaan dari para nelavan untuk langsung menjual basil perikanan tanpa mauv
meiakukan pemeriksaan Mutu terlebih dahulu hasil perikanannya dirasa kurang
menguituagkan bila diithat dari harga yang diterimanya. Hal tersebut dikarenakan harga
yang didapat serta dibayarkan pada nelayan sangat rendah, sehingga tidak sesuat dan
sepadan dengan jerih payah dan restko yang harus ditanggung nelayan di iaut.

Perda No. 7 tabun 1978 yang mengatur mengenal masalah pemeriksasn mutu
hasil perikanan, dimans secara eksplisit bertuyjusn unfuk meningkatkan pendapatan
nelayan, ternyaty tidak/belum berlaku secara efekif |
Hal tersebut dikarenakan oleh

I1



d.

b.

Kurangnya upaya pemerintah daeral untuk malakukan sosializasi Perda fermebut
kepada para nelayan.

Rendahnya tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan para nelayan, yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan Perda tersebut.

Walanpun dalam Perda tersebut, pemeriksaan mutu hasi! perikanan bersifat wajib,
tapt hal ini tidak ditkuti/diator pasal yang memuat sanksi bila kewajiban untuk
memeriksakan muty tersebut dilanggar.

Jeuhnya letak LPPMHP (Laboratoriumm Pengujian dan pemeriksaan mutu hasil
perikanan) dari lokasi pelayan.

Alasan praktis, Nelayan maunya begitu dapat hasil perikanan cepat tetjual dan dapat
uang, sementara bila harus melakukan pemeriksaan muity akan memakan waktu lama
dan proses yang panjang. 7

Belum dibangunnya pelabuhan perikanan sebagai sarana pendukong dalam kegiatan

pemerikuaan mutn hasil perikanan.
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BAB I
PENDAHULUAN

4. Latsr Belakang

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berba-
gai macam fungsi antara lain, sebagai sumber mekanan (gizi)
bagi umat manusia, sebagail Jalan raya perdagangan, sebagai
sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran, seba-
gai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi, serta seba-
gal alat pemisah atau pemersatu bangsa dan lain sebzgainya,
( Frans E Likadja Dan Daniel ¥ Bessie, 1985 : 21 )

Bagian terbesar wilayah negara Republik Indonesia
terdiri dari perairan yang mengandung sumber daya ikan yang
potensial dan sangat penting arti serta peranannya bagi upa
ya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruvh rakyat
Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.

Pagal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional
dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berka-
itan dengan sumber daya ikan, dalam rangka mencapai kemak-
muran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk
di dalamnya untuk memperbaiki kehidupan nelayan yang sampai
saat ini masih termasuk golongan yang sangat rendzh penda-
patannya. ( NHT. Siahaen Dan H Suhendi, 1988 : 168 )

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tersebut tercantum da-
sar Demokrasi FEkonomi, dimana produksi dikerjakan oleh se-
mua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-
anggota masyatrakat. Kemakmuran masyaraklah yang diutamakan
bukan kemakmuran orang seprang. Oleh sebab itu, perekoncmi
an disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas ke-
keluargaan,

Agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan keéejah
teraan serta kemakmuran rakyat dan sekaligus mewu judkan ke
adilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, keterkaitan
antara proses pembangunan dengan pasal 33 UUD 1945 harus
tetap dipertahankan.



Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletak
an pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pem-
bangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan
didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan ter-
padu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksa-
nakan seirama, selaras serta sesuail atau serasi dengan ke-
berhasgilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan nasional,

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan many
gia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indone-

sia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan
pedoman pembangunan nasioral. Pembangunan nasional dilak-
sanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk sa
tu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk se-
luruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan
oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup serta
tarap kehidupan yang layak berdasar keadilan sosial, yang
menjadi tujusn dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia
tercinta ini ( Bahan Penataran P 4, 1997 : 45 ),
Pembangunan kelautar pada hakekatnyra adalah segala

»

sesuatu yang berkaitan dengan wilayah persiran Indonesia se
Bagal wilayah kelautan dan yurisdiksi nasional untuk dida-
yagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan serta keaman-
an bangsa Indonesia., Laut merupakan bagian ruang hidup bang
sa Indonesia yang berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuh
an dasar manusia terutams pangan, sumber energi, media peng
hubung, media kegiatan irdustri, serta media pertahanan ke-
amanan. Dalam pelita yang keenam kebijaksanaan sektor kela
utan antara lain meliputi arah pembangunan kelautan, memacu
pengusahaan potensi kelautan menjadi kegiatan ekonomi, pemu
pukan jiwa bahari, pengembangan organisasi dan kelembagaan
kelautan, serta peningkatan pencegahan pencemaran.laut.
Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk mencapai
sasaran serta kegiatan pada pelita keenam yang ditetapkan
dalam GBHN 1993, dalam repelita keenam dirumuskan berbagai



kebijaksanaan yang antara lain meliputi : Penegakan Kedaue
latan dan Yurisdiksi Nasional, peningkatan pendayagunaan
potensi laut serta dasar laut, peningkatan harkat dan taraf
hidup Nelayan, pengembangan potensi Industri Kelautan, pe-
ngembangan data serta informasi kelautan, serta dengan te-
tap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan laut ( Ba-
han Penataran P 4, 1997 : 475-476 ).

Pengusshaan potensi kelautan menjadi berbagai kegiat
an ekonomi perlu dipacu melalul peningkatsn investasi, khu
susnya di kawasan Timur Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kelestarian
fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan le-
bih besar pada upaya pembangunan nasional. Sarana dan prasa
rana kelautan terus ditingketkan agar laut memenuhi fungsi-
nya sebagai media penghubung, pemersatu bangsa serta lshan
penghidupan rakyat ( Nelayan ) serts lebih berperan dalam
segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Industri kelautan, antara la2in industri transporta-
si, perkapalan dan industri lepas pantai serta pariwisata,
didorong dan digalakkan untuk memenuhi kebutuhan pembangun-
an nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, te
tama masyarakat Maritim. Di samping itu, industri perikan-
an dan budidaya laut lainnya juga perlu terus ditingkestkan
baik sarana, prasarana maupun sumber dayé manusianya sehing
ga potensi biota lautnya dapat dimanfatkan guna kepentingan
pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian daya du-
kungnya ( Bahan Penataran P 4, 1997 : 111-112 ),

Dengan telah disahkannya rejim hukum ZEE dalam ling-
kup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumber daya
‘ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlah-
nya dan sangat potenéial untuk menunjang peningkatan kese-
jahteraan serta kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pa
da umumnya dan masyarakat nelayan pada khususnya.

Sumber daya iken seperti tersebut di atas, dipadukan
dengan nelayan dan petani ikan yang sangat besar.jumlahnya,



maka merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat
penting artinya, sehingga bidang perikanan diharapkan mampu
mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upays untuk meningkat-
kan ketahanan nasional { NHT. Siahaan dan H. Suhendi, 1988
h. 168 ).

Perkembangan, perubahan den gejolak internasional
yang terjadi pada akhir PJP I ditandai oleh gejala baru, ys
itu Globalisasi,khususnya di bidang ekonomi, ysng dapat me-
pengaruhi stabilitas nasional dan ketahanan nasional yang
pada gilirannya akasn berdampak pada pelaksanaan pembangunan
nasional dimasa mendatang. Namun, terdapat juga peluzsng yg
timbul sebagai akibat dari glebalisasi ini, yaitu makin ter
bukanya pasar internasional bagil hasil produksi dalam nege-
ri, terutama yang memiliki keunggulan komparatif dan keung-
gulan kompetitif. Oleh karena itu, hubungan dengan dunia 1lu
as harus terus ditingkatkan tanpa melupakan bahwa globalisa
si baik yang disebabkan oleh kemajuan dibidang teknologi ko
munikasi melalui media massa maupun bentuk-hentuk komunika-
si lainnys harus tetap diwaspadai.

Dalam rangks meningkatkan mutu dan menjaga ager hesil
perikanan yang dikensumsi dan atau diperdagengken kepsds ma-
syarakat, baik dalam msupun lusr negeri memenuhi persyaratan
mutu den hygienes, maka perlu diadakan pemeriksaan mutu {(Qua
1ity Centrole) hasil perikanan. Pemeriksaan mutu hesil peri-
kanan di kodia Semarang, secara khusus cleh Pemerintah Dae-
rah Dati I Jawa Tengah telah dlztur secara khusus dalam Pera
turan Daerah Yomor 7 tahun 1978 mengenail Pemeriksaan Mutu Ha
8il Perikanan Di Propinsi Dati I Jawa Tengah, yang ditetap-
kan pada tanggal 20 Desember 1978,

Menurut ketentuan dalam Perda tersebut, pemeriksaan
- terhadap mutu hasil perikanan bersifat Wajib, baik yang di-
lakukan oleh perseorangan ( NWelayan ) meupun oleh Unit-unit
Periksnan yang berada di Propinsi dati I Jawa Tengsah,

Berhubung ikan dan hasil pérairan lainnya adalah je-
nis makanan yang cepat mengeslami kemunduran mutu serta



mudah membusuk, maka dirasakan ssngat perlu adanya pemerik-
saan mutu hagil perikanan tersebut. Kegiatan pemeriksaan
terhadap hasil perikanan dapat dilakukan mulai dari hasil
perikanan ditangkap, proses pelelangan, pengolahan, penga-
wetan, pengepakan, penyimpanan dan pereagangan hinggga sam-
pai ke konsumen, terlebih yang untuk dieksport ke luar ne~
geri, |

Wilayah pentai yang berada di bawah Kotamadia Daerah
Timgakt II Semarang, merupakan bagian dari wilayah pantai
Utara Jawa Tengah, Pantai tersebut merupzkan suatu kawaman
lingkunpgan laut yang memiliki potensi dan basis hasil peri-
kanan dan perairan lainnya terbesar, sehingga mampu untuk
mensuplay pemenuhan terhadap kebutuhan gizi, baik untuk ke-
perluan dalam negeri maupun keperluan luar negeri dalam bdben
tuk eksport,

Peningkatan terhadap hasil produksi perikanan yang
diikoti dengan pemanfaatan pemeriksaan mutu hasil perikanan
vang handal, akan memberikan kontribusi terhadap peningkat-
an pendapatan nelayan. Para nelayan akan mendapatkan atau
menerima harga yang pantas dari hasil jerih payahnya, dalam
rangka untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahtersan-
nya, Hal tersebut jugs sejalan dengan aps yang tertera di
dalam kebijaksanaan sektor kelautan pelita yang keenam, Di-
dalam kebijaksanaan tersebut digariskan bahwa antara lain
diarahkan pada pengusahaan potensi kelautan menjadi kegiat-
an ekonomi, peningkatan harkat dan taraf hidup g8erta kese=
jahteraan dari para nelayan.

Guna memaksimalkan pemanfaatan pemeriksaan mutu ter-
hadap hasil perikenan tersebut di astas, maka peranan dari
pemeriﬁtah ( Pemda ) sangatlah diperlukan, guna meningkat-
kan pendapatan para nelayan. Peranan dari pemerintah terse-~
but dapat berupa pembimbingan, pengarahan serta pengawasan
terhadap peningkatan mutu hasil perikanan, yang pada gilir-
an atau akhirnya akan memperbaiki harga jual hasil perikan-
an yang selama ini dirasa kurang menguntungkan bagi para ne



layan ( harganya murah ). Melslui mekanisme pemerikszan mu-
tu terhadap hasil perikanan itu, diharapkan akan terjadi ke
naikan pendapatar bagil para nelayan di Kotamadia Daerah Ting
kat 11 Semarang, sehinggs taraf hidup dan kesejahteraannya
mengalami peningkatan,

B. Ruang Lingkup Masalah

Undang-Undang Dasar tahun 1945 menempatkan pembangun
an dan kehidupan ekonomi sebagail bagian dari upaya mencapei
kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi harus selalu meng
arsh kepada terbentuknya dan mantapnya sistem ekonomi nasio
nal untuk mewujudkan Demokrasi FEkonomi sebagai dasar pereko
nomian nasional,

Pembangunan kelautan diarahkan pada pendayagunaan
sumber daya lsut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wi
layah laut nasional, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
secara serassi dan seimbang adengan memperhatikan daya dukung
kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahtera-
an seluruh rakyat Indonesia ( termasuk didalamnya para nela
yan ) serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja,
Di samping hal tersebut di ates, pembangunan wilayah pantai
atsu laut nasional juga dilaksanakan untuk mendukung pene-~
gakan kedaulstan dan yurisdiksi nasional serta mewujudkan
wawasan nusantara ( Bahan Penataran P4, 1997 : 111 ).

Berdasarkan pada uralan ysng terjabar tersebut di-
atas, serta untuk membatasi ruang lingkup masalah, maka per
masalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Apakh yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan Quality
Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan di-
Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang 2.

2. Bagaimanakah Peranan pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat
IT Semarang dalam memasyarakatkan pemanfaatan Quality
Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan ter
sebut kepada nelayan di wilayshnya o

3. Bagaimanakah kesiapan nelayan di Kotamadia Daerah Tingw



kat JI Semarang untuk menerima dan memanfaatkan Quality
Controle {Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan itu
dalam rangka untuk meningkatkan pendapatannya .

4. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat untuk melak
sanakan Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terhadap ha-
sil perikanan tersebut, baik bagi nelayan maupun Pemda
tingkat 1T kodia Semarang .

C. Sigstematika Penelitiazn

Guna untuk memperoleh hasil penulisan yang teratur
dan logis serta mudah dipahami, maka diperlukan adanya ke-
rangks dasar yang dapat mewujudkan adanya hubungan antara
bagian yang satu dengan bagian lainnya. Oleh karena itu, ma
ka lagoran penelitian ini akan disusun dalam sistematika se
bagal berikut :

Laporan penelitizn ini terbagi dalam enem ( 6 ) Bab
atau Bagian. Bab I memuat mengenai Pendahuluan, yang terdi-
ri dari atau memuat Latar Belakang, Ruang Lingkup Masalah,
"serta Cistematika Penelitian. Dalam Bab 1I memuat informasi
mengenal Tinjeuén Pusteks sebagal land=san tecrl Penelitian,
Seding bab IIT memust mengenml Tujusn dan Manfazt yanz aila-
rapkan dari penelitian tsb. Bab IV memuat informnsi tentang
Metode Penelitizn ysng digunskan., Selanjutnya bab V merupa-
Yon Uagil Penclitizn dan Pembahassmnya. Dan Penclitian ini
diskhiri dengan b2b VI yanpg menuat Fesimpulen-¥eslmpulan den
Saran-Saran, yang terdapst dalam ketentuan Penutup dari selu
" ruh kegistan penelitian,



BAB I1
TIRFRUAN PUSTAKA

A, Wilayah Perairan Indonesisa

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU} nonor 9 Ta
hurn 1985, yang mengatur tentang Perikanan, disebutksn bah-
wa wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi : (1) Per
airan Indonesia, (2) Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genang
an Air lainya di dalam wilayah RI, dan (3) Zona Ekonomi
Eksklusif atau ZEE ( Lihat pasal 2 ).

Jauh sebelum tzhun tersebut di atas, pada tanggal
13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu
pernyataan (Deklarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia
yang terkenal dengan sebutan Deklarasi Juanda {Mochtar Ku
sumaatmadja : 1978 : 4).

Inti dari deklarasi Juanda adalah bahwa dissluruh
perairan nasional Indonesia bherada di bawah kedaulmtan pe-
nuh negara RI dengan tetap mengakui adanya hak lintas damai
bagi kapal asing diwilayah perairan pedalaman selama tidak
bertentangan dengan kedaulatan serta keselamatan negara In-
donesia, Di semping itu juga ditentukan bahwa batas lebar
laut teritorial Tndonesia adalah 12 mil yang diukur dari ga
ris-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada
pulau-pulau negara RI yang ditentukan berdasarkan UU.

Lebar laut wilayah Indonesia 3 mil berdasarkan pasal
1t ayat 1 "Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie"
tahun 1939, dirasakan sudah tidak mencukupi lagi untuk men-
jamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rekyat dan negara
Indonesia, yang meliputi : '

(2) Pertahanan dan keselamatan negara terhadap gangguan/se-
rangan dari luar

(b) Pengawasan atas keluar masuknya orang asing/imigrasi

(c) Penyelenggaraan peraturan fiskal ( Bea dan Cukai )

(d) Pekerjaan di lapangan kesehatan ( Karantina )

(e) Kepentingan masalah perikanan dan,



(f) Pertambangan dan hasil-hasil a2lam lainnya,

( Mochtar Kusumaatmadja : 1978 : 3 )

Pertimbangan«pertimbangan yang mendorong pemerintah
Indonesia mengeluarkan deklarasi mengenai wilayah persiran
RI adalah sebagai berikut :

(1) Bahwa bentuk georafis Indonesia sebagai suatu negara ke
pulauan yang terdiri dari bveribu-ribu pulau mempunyai
sifat dan corak tersendiri sehingga memerlukan pengatur
an tersendiri.

(2) Bahwa bagi kesatuan wilayah ( Teritorial )} negara RI seg
mua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya ha=-
rus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.

(%) Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial ysng diwari
si dari pemerintah Kolonial Belanda sebagsimana termak-
tub dalam "Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordos
nantie" tahun 1939 pasal 1 ayat 1 tidak sesuai lagi de-
ngan kepentingan, keselamatan dan keamanan negara ki,

(4) Bahwa setisp negara yang berdaulst berhak dan berkewsji
ban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang
perlu guna melindungi keﬁtuban dan keselamatan negara-
nya.

Sebagai tindakan progresif dibidang Bukum Laut, maka
pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Pebruari 1960 menyata-
kan bshwa pengaturan perairan Indonesia yang tertuang dalam
Deklarasi 13 Desember 1957, ditetapken menjadi UU Nomor 4/
Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, Sebagai suatu ha
gil dari Adopsi, maka pokok-pokok, dasar-dasar dan pertim-
bangan-pertimbangan bagi pengaturan wilayah perairan Indone
sia pada hakekatnya masi sama, yaitu :

(1) Untuk menjemin dan menegaskan kesatuan bangsa, integri-
tas wilayah dan kesatuan ekonomi Indonesia, ditarik ga-
ris pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terlu-
ar dari pulau-pulau terluar.

(2) Jalur laut wilayah ( Laut Teritorial ) selebar 12 mil
diukur menurut geris-garis pangkal lurus ini,



(%) Negara berdaulat atzs segala perairan yang terletak da-
lam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut
dan tanah di bawahnys maupun ruang udara di atasnya, de
ngan segala Kekayaan alam yzng terkandung di dalamnya.

(4) Hak lintes kendaraan air ( kapal ) asing melalui perair
an nusantara, dijamin selama tidesk merugikan kepenting-
an negara pantai serta menggangu keamanannya dan keter~
tiban (Mochtar Kusumaatmadjs : 1978 : 33 ),

Sebagai negara kepulauan, maka sudah tentu negara In
donesia sebagian besar tsnah airnya terdiri dari perairan
atau dengan istilah lain dua pertiga dari seluruh wilayah
Indonesia terdiri dari perairan. Perairan yang merupakan ba
gian terbesar wilayah negara RI dan Zona FEkonomi Eksklusif
( ZEE ) Indonesia mengandung sumber daya ikan yeng sangat
potensial dan penting serta bermanfaat sebagai modal dasar
Pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan--
kemakmursn rakyat Indonesia.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasionsal
dengan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan per-
lu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan den pemerg
taan, dengan mengutamakan kesempatar kerja dan peningkatar
taraf hidun bagi nelayan serta terbinanya kelestarian sume-
ber daya ikan berikut lingkungannya yanp azkan meningkatkan
Ketahanan Nasional. (Lihat Konsideran UU No 9 Tahun 1985),
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memberikan suatu pemahaman, batasan atau pengertian deri pe
meriksaan mutu { Quality Controle ) hasil perikasnan adalah
Suatu proses kepgiatan pemeriksaan mutu hasil perikansn yang
dimulal dari hasil perikanan ditangkap hingga sampzi pada
konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri agar memenuhi
syarat-gyarat standzrt mutu den hygienes oleh suatu instan-
si atau lembaga yang berwenang serta memiliki laboratorium
pengujian beserta prssawana pendukungnyes, dimana hesil ak-
hir dari pemeriksaan tersebut adalah dikeluarkannya Sertifi
kat Mutu Hasil Perikanan,

Sedangkan yang dimaksudkan dengan hasil perikanan di
atas adalah hasil akhir pengolahan iken dari unit pengolah-
an yang siap untuk dikonsumsi dan atau diperdagangkan, baik
di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk ekspor.
Dalam rangka untuxk meningkatkan mutu dan menjsgs zgar hasil
perikanan dari pars nelayan yz ng akan dikonsumsi dan atau
diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun
luar negeri tetap memenuhl syarat-syarat mutu dan hygienes,
maka perlu diadakanr pemeriksasan mutu hasil perikanan terle-
bih dahulu.

Maksud dan tujuan deri diadakennya pemeriksaarn mutu
hagil vmerikanan adalah untuk meningkatken matu hosil peri-
kanan, menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan
satau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri
maupun luar negeri dalam bentuk ekspor, tetap memenuhi sya-
rat-syarat mutu dan hygienes, dan dengan melsluil pemeriksa-
an mutu hasil perikanan ini dapat meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan para nelayan.

Menurut penjelasan dari pasal 16 Undang-Undang Fomor
9 tahun 1985 tentang Perikanan disebutkan bahwa Pengetahuan
dan ketrampilan nelayan perlu senantiasa ditingkatkan. Un=
tuk itu maka Pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan,
bimbingan dan latihan serta melakukan penyuluhan dan pembi-
naan serta pengawasan dibidang perikanan, agar mereka memi-
1iki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk mening-
katkan uszha serta pendapatan dan kesejahterasannya.

Pembinaan mutu yang dilakukan oleh pihak pemerintah
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memuat ketentuan-ketentuan mengenai standardisasi, tinglkat-
an mutu, hygienes, pengambilan contoh dan anelisis dengon
mengeluarkan sertifikat mutu, yaitu suatu tands bukti peng~
vwjian laboratorium stas semus hasil perikanan, bsik umtuk
keperluan dalam negeril mauvpun luar negeri.

Untuk melaksansakan kegiatan pemeriksaan mutu hagil
perikenan tersebut, maka oleh pihak pemerintzh dibentuk Len
baga Teknologi dengan wewenang melakukan pembinaan mutu, mg
lakukan pemerikssan mutu hesil perikanan serta melakuksn pe
ngawasan ‘terhadap hasil perikanan dari parsz nelayan. Lemba-
gz tersebul disingkat dengaen nama ILaboratorium Pembinaan
dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan atau LPPMHP. Keanggotaan
dari LPPMHP untuk daerah Semararg terdiri dari unsur-unsur
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Dinas Perikanaen Ta
ut Jawa Tengah, Dinas Peternakan Jawa Tengah yeng dibantu
dari instansi dinas Perdagangsn dan Bea Cukai.

Feberadaan dari LPPMHEP diatur dalam Persturan Daerah
Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1978 tentang Peme
riksaan Mutu Haeil Perikanan Di Propinsi dati I Jawa Tengah
Dalam pasal 1 poin C nya disebutken bahwa LPPMEP sebagai
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan,
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L. Pengelolaan Sumber Dava Perikenan

Sumber daya perikanan sebagai hagian dari kekayaan
bangss Indonesia perlu dimanfeatkan secara optimal untuk ke
makmuran rakyat termasuk didalamnya para nelayan, dengan me
ngusahakannya secara berdaya guns dan berhasil guns serta
selalu memperhatikan kelestariannya.
Pengelolaan sumber daya perikansn dalam wilayah nega
ra Indonesia ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebe
sar=hesarnya bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk mencapal
tujuan tersebut, make pemerintah melaksanakan pengelolaan
sumber dayn perikanan secara terpadu dan terarah dengan me-
lestarikan sumber daya perikanan tersebut beserta lingkung-
annya bhagi kesejshteraan dzn kemakmuran seluruh rakyat Indp
nesia,
Valam melaksanakan pengelclaan sumber daya perikanan
maka pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai
- Alat-alat penangkapan ikan.
~ Syarat-syarat tehnis perikanan yahg harus dipenuhi oleh ka
pal perikanan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
peraturan perundangan yang berlzku mengenai keselamotan pe
layaran,

- Jumlah yang boleh ditangkap dan Jenis serta ukuran ikan yg
tidak boleh ditangkap.

-~ Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.

- Pencegzhan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan pe-
ningkatan sumber daya perikanan Dbeserta lingkungannya.

- Penebaran ikan jenis baru.,

- Pembudidayaan ikan beserta perlindungannya.

- Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan,

- Hal~hal lain yang dipandang perlu untuk mencapal tujuan pe
ngelolaan sumbher daya perikanan tersebut.
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Dalam GBHN yang tertuang dalam ketetapan MPR ¥omor
IT tahun 1978, ditegaskan tahwa peningkatan produksi peri-
kanan guna memenuhi kebutuhan pangsn dan gizi serta untuk
meningkatkan ekspor, harus terus ditingkatkan dan dilanjut-
kan serta ditetspkan melaluil usaha budi deys perikanan di
daerah pantai, lepas pantal dan usaha pendayagunaan Zona
Ekonomi Fksklusif { ZEE ). Untuk itu maka perlu ditingkat-
kan pembangunan dan pemznfastan teknologi canggih, penyulu-
han dan pembinaan serta penyediaan ssrana-prasarana dan ju-
ga yang tidsk kaleh pentingnye adalsh meningkatkan kemampu-
an bersaing delam memasukl pasaran internasional dalam era
globalisasi Jdewnsa ini, ‘

Szgaran utama pembangunan Janeka panjang sebagaimana
tercantum dalam GBHN, adalah menciptzkan landasan yang kust
bagi bangsa Indonesia agar tumbuh dan berkembang atas keku-
atan sendiri menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pan-
casila dan Undeng-Undang Dasar 1945, Dalam perkembangannya
titik berzt pembangunan Jangka pan]ang adalsh pembangunan
ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan an
vars bidang irdustri den pertanian serta pemenuhan kebutuhe
an-hidup =seluruh rakyat Irdonesia.

Agar pembangunan ekonomi dapat meningkatlhan kesejsh-
teraan rakyat dan seksligus mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh lapisan masyarakat, maka semangat dari pasal 33 UUD
1945 harus tetap dipertahankan,

Pembangunan kelauten pada hakekatnya berkaitan dengan
wilaysh perairan Indonesia, sebagail wilayah kedaulatan dan
yurisdikéi nasional untuk didayagunakan serta dimanfaatkan
bagi kesejshteraan dan keamanan bangsa Indonesia. Laut me-
rupakan bagian ruang lingkup kehidupan bangsa Indoresia yg
berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusis,
terutama pangan, sumber energi dan lain sebagainya. Dalam
pelifa keenam yang lalu den juga dalam pelits berikutnya,
kebijaksanaan sektor kelzutan antara lain meliputi arah
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pembangunan kelautsn, memacu pengusahaan potensi kelautan
menjadi kegiatan ekonomi hzgil para melayan dan meningkate
kan pencegshan pencemaran lsut,

Tantai yong berada di wilsyah ¥Kotamzdia desersh ting-
xat IT Semarang dan sekitarnya, adalah merupakan bagian tak
terpisahkan dengan wileyah pantei Utare Jawa Tengah. Di Wi-
leyeh Pantai Utara tersebut, yang sebagian penduduk=
nya terdiri dari para nelayan, maka perhatian khusus perlu
diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan serta
kesejateraan hidupnya beserts keluarga.

Kebiasaan dari para nelayan untuk langsung menjual
hasil perikanannya tanpz mav melakukan pemeriksaan terlebih

dahulu mitu hesil perikaenannya dirass kurang menguntungkan.
Hal tersebut dikarenakan hirga yang didapat serta dibayar-
kan kepada para nelayan sangat rendah, sehingga tidak see.
sual dengan Jerih paysh dan cresiko yang harus ditanggung
oleh psra nelayan. Keadaan dan kondisi yang demikian ini
Justru membebani Pemerintah sebagai pemikul amanat dari
GBHN untuk meningkatkan pendapaten, tersi hidup serta kese-
jahteraan dari masyarakatnya, termasuk d1 dalamnya pars ne-
layan beserta keluarganya.
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BAB ITI
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan penelitian yang bersifat Deskriptif ini mem

punyai tujuan antara lain sebagai berikut :

1.

an

1.

Untuk mengetahui apakah yang dijadikan sebagai dasar Hu-
kum di dalam pengaturan masalah Quality Controle (Peme-
riksaan Mutu) terhadap hasil perikanan nelayan di Kedia
Semarang.

Untuk mengetahui sejaumanakah peranan yang telah diambil
oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dalasm me
masyarakatkan Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terha-
dap hasil perikanan bagi nelayan di Kodia Semarang.
Untuk mengetahui seberapa jauh kesiapun nelayan di Kodia
Semarang untuk menerima dan memahfaatkan Quality Contro=~
le (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan dalam gu
na meningkatkan pendapatannya.

Untuk mengetshui apa yang menjadi faktor-fakior pengham-
bat pelaksanaan (uality Controle (Pemeriksaan Mutu), ba-
ik bagil para nelayan maupun bagil pihak Pemda.

Di samping tujuan penelitian, Manfaat dari peneliti-
ini dapat diuraikan sebagai berikut :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahu
an serta pemahaman mengenal arti pentingnya Quality Cone
trole (Pemeriksaan Mutu) terhadap hasil perikanan, bhaik
untuk pemerintah (Pemda), para nelayan maupun para konsu
men ataupun masyarakat pada umumnya.
Di samping dapat pula untuk memberikan masukan-masukan
yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pengambilan
keputusan atau lembaga yang berwenang, pemanfaatan Quali
ty Controle (Pemeriksaan Mutu) oleh para nelayan bagi ha
sil perikanannya diharapkan skan dapat meningkatkan pen-
dapatanya serta kesejahteraan nelayan dan keluarganya,
khususnya nelayan yang berada di wilayah Kodia OSemarang,
dan Umumnya para nelayan di Indonesia,
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BAB IV
METODE PENELITIAN

Dari rangkalan kegiatan penelitian, agar hasil penu-
lisan dapat tersrah dan tidak menyimpsang deri tujuan semula
maka penelitian harus berdasarkan pada metode-metode terten
tu., Hal jitu disebabkan suatu penelitian merupakan ussha un-
tuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu
pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode
metode ilmiah ( Sutrisno Hadi, 1979 : 4 ). Menemukan dalam
hal ini adalah berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi
kekosongan, sedangkan mengemhangkan berati adalah memperlu
as dan menggall apa yang sudah ada. Menguji kebenaran yang
dimaksudkan disini adalah apabila adasesuatu yang masih di
ragukan kebenarannya atau menjadi diragukan kebenarannya.
Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode il
miah, yaitu suatu cara kerja untuk mendapatkanrn, memahami ob
jek menjadi suwatu sasaran atau tujuan penelitian yang dila-
kukan.

Suatu penelitian akan bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran secars sistematis, metodologis dan konsisten, se-
hingga dalam proses penelitian tersebut diadakan analisa
dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan serta
telah diolah. Dalam hal ini metode penelitian yang diguna-
kan harus disesuaikan dengan cabang ilmu yang bersangkutan,
tanpa meninggalkan metode penelitiamn ilmiszh pada umumnya.
Dalam penelitian bidang hukum ini, digunakan metode peneli-
tian hukum yang mempunyai ciri-ciri tertentu dimana merupa-
kan identitasnya, karenz ilmu hukum memang dapat dibedakan
dari ilmu pengetahuan lainnya (Soerjono Soekamto dan Sri Ma
mudji, 1985 : 1 ).

Di samping itu metode penelitian ilmisah dalam ilmu
sosial lainnya akan dapat membantu, karena dalam pengertian
ilmiah penelitian dilakukan untuk menemukan fakta yang di-
dasarkan pada teori, yang dalam kajian ilmu-ilmu sosial me-
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rupakan suatu proses yang berupa rangkaian langkah-langkah
yang dilakukan secara terencana dan sistematis umtuk mempe-
roleh pemecahan terhadap permasalahan tertentu,

Suatu hal yang penting dalam penelitian adalah bahwa
fakta ataw data yang diperoleh harus benar-benar valid dan
langkah~langkah yang dilakukan harus saling mendukung satu
sama lain untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak
meragukan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 : 139); Dengan lain
perkataan bahwa hasil yang diperoleh dari penelitiaﬁ terge~
but harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan terse-
but di atas, maka dalam penelitian ini akan dipergunakan me-
tode penelitian yang blasa dipergunakan dalam melakukan pe-
nelitian hukum, Penggunaan metode penelitian tersebut dimak-
sudkar, sebagai sarane dalam upaya mendekati dan mencari ke~
benaran objektif dari pokok permasalahan yang diteliti dan
metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan _
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian

ini adalah metode perndekatan ilmu hukum, dengan menggunakan
iimu bantu lain dari ilmu sosial yang mendukung kegiatan pe
nulisan laporan penelitian ini. Dengan demikian metode per-
dekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis-
Sosiologis, yang merupakan penelitian terhadap hukum positif
yang bertitik pangkal pads perumusan masalah, melalui pene-
tapan sampel, pembuatan desain analisa serta pengumpulan da-
ta, sedangkan seluruh proses akan berakhir pada penarikan
kesimpulan dan interpretasi terhadap kesimpulan ( Ronny Ha-
nitijo Soemitro, 1982 : 15 ). Proses penarikan kesimpulan
dan interpretasi atas kesimpulan akan dipengaruhi oleh fak~
tor-faktor sosiologis yang melingkupi pelaksanaan ketentu-
an hukum mengenai Quality Controle (Pemeriksaan Mutu) terha-
dap hasil perikanan bagi para nelayan, khususnya di Kodia
Semarang.

b, Spesifikasi Penelitian
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Menurut Masri Singarimbun, dalam suatu penelitian il
mizh terdapat beberapa tipe yang biasa dipergunakan, yaitu
antara lain : ( Masri Singarimbun, 1986 : 12 )

1. Penelitian Penjajakan, merupakan penelitian yang bersi-
fat terbuka dan masih mencari-cari serta belum mempunyai
hipotesa,

2, Penelitian Penjelasan, penelitian yang menyoroti hubung-
an antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang
telah dirumuskan sehbelumnya. Penelitian ini disebut juga
Pengujian Hipotesa atzu Testineg Research.

3. Penelitian Deskriptif, penelitian ini biasanys mempunyai
dua tujuan, yaitu untuk mengetahui perkembangnan sarana
fisik tertentu atau frekuensi terjadinyz suatu aspek so-
sial tertentu dan untuk mencdeskripsikan fenomena sosial
tertentu.

Denran demikian maka penelitian tersebut di atas me-
makai atau menggunakan spesifik penelitian yang bersifat
Deskriptif, dalam artian hanya akan menggambarkan suatu ke-
nyataan darl keadaan objek atau masalahnya, tanpa bermaksud
untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat berlaku se
cara umum.

¢. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan satu kesatuan yang utuh dari fokus
dan lokus analisa yang dapat dijabarkan dalam bentuk wilayah
ataupun karakteristiknya. Sedangksn sampel merupakan hagian
dari populasi yang representatif untuk menggambarkan keselu-
ruhan populasi yang akan diteliti sifat dan kerakteristiknya
{(Masri Singarimbun, 1986 : 4). Dengan perkataan lain popula-
si merupakan keseluruhan objek atau gejala yang akan melalui
- sampel yang akar ditetapkan, karena dalam kenyataannya popu-
lasi yang ada sangat luas atau besar., Populasi yang menjadi
objek penelitian ini adalah instansi atau lembaga yang ter-
kait dengan permasalahan penelitian, baik negeri (pemerin-.
tah) maupun swasta yang berkaitan dengan Quality Controle
terhadap hasil perikanannya para nelayan,
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Sedangkan untuk menentukan sampel digunakan teknik

pengamhilan sampel secara non-random sampling, yaitu sampel

nyz telah ditentukan terlebih dahulu secara sengaja. Dengan

demikian sampel tersebut bersifat purposive sampling yang

dapat dianggap mewakill populasi yang diteliti. Adspun sam-

pel dalam penelitian tersebut di atas meliputi ¢

-

d.

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Pemerintsh Daerah Tingkat IJ Kodia Semarang

Bappeda Tingkat 1 Jawa Tengah

Kanwil Perikanan Jawa Tengah

LPPMHP { Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan ) sebagai UPT Dinas Perikanan Kodia Semarang
Kelompok Nelayan Xodia Semarang

Tempat Pelelangan ikan Kodia Semarang.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan da-

ta sekunder. Data primer diperoleh dari para responden seca-

ra langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen :

Kuesioner, haik yang terbuka maupun tertutup untuk memperg
leh gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang akan
diteliti.
Wawancara, dengan menggunakan metode bebas terpimpin yang
dipandu dengan "interview guide" sehingga kewajaran tetap
terjaga dan menghindarkan kemungkinan diperolehnya data
hias,
Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ter-
hadap objek yang diteliti. ,

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pénelitian

kepustakaan (library research), baik dari buku~buku, dukumen

‘dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perma-

salahan yang sedang diteliti,

e. Metode Pengolahan dan Pengajian Data

Setelah data dalam penelitian diperoleh, maka langkah

rasional yang dilakukan adalah mengkonstruksikan data melaw-
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lui tahap-tzhap tertentu yang merupakan kegiatan pengolahan

dan pengajian data. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai be-

rikut : ‘

- Tahep Editing, dimana dalam tahap iri dilakukan pemerik-
saan atau pengecekan terhadsp data yang telah diperoleh
agar dapat dilakukan pembetulan terhadap data yang masih
kelirn atau melengkepi dan menanbshkan data yang masih ku
rang, Demikiar pula dapat dilakukan penseleksian untuk me
ngetahui apakah data tersebut telah dapat dipertanggung
jawabkan sesuai dengan tujuan penelitian.

- Tahap Coding, yaitu memberikan tanda, kode atau simbol
terhadap data yang telah diedit yang termasuk dalam kate-
gorl yang sama. '

-~ Tahap Tabulasi, yaitu pengelompokan jawaban-jawaban yang
serupa secara teliti den teratur.

f. Metode Analisa Duta _
Semua data yang telah berhasil dikumpulkan, baik da-
ta primer maupun sekunder, setelah dilakukan editing dan di

susun secara sistematis kemudian dilakukan tahap analisa dg
ta secara kualitztif, yaitu teknik analisa yang dilakukan
melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpul
an yang logis pula. Sedangkan langkah yang dilakukan adalah
kategorisasi dan interpretasi, sebelum disusun dazlam bentuk
sebuah laporan penelitian akhir,
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BAB V
HASIYL PENELITIAY DAN PEMBAHASAN

4. Dasar Hukum Pengaturan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 18 Undang-Undang Dassr (UUD) tahun 1945 beser-
ta Penjelasennyz, mengatur mengenai pembagian dserah wila-
yah negaras kesatuan Republik Indonesia ini menjadi daerah
wilayah Pemerintah Pusst dan daersh wilayah Pemerintsh Dag
rah bhaik Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II, Selanjut
nya untuk melaksanakan asas desentralisssi dari Pemerintah
pusat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah
Daerah, menyebutkan bahwa membagi wilayah Indonesia menja~-
di dua tingkat daerah otonom, yasitu daerah otonom tingkat
I dan daerah otonmom tingkat 11,

Di dalom daerah otonom urusan pemerintah pusat yang
telah diserahkan kepada dserah pads dasarnys menjadi wewe-
nang dan tanggung jawab sepenuhnya dari daerah tersebut,
baik yang menyangkut segi-segi kebijaksanaan, perencanaén
pelaksanaan maupun yang menyengkut segi pembiaysan.

Salah satu urusan yeng diserahkan oleh Pemerintzh
Pusat kepada Pemerintah Dserah, untuk diurus sebagsi urus-
ar. rumah isngga daerah adalah urusen dalam bidang perikan-
am. Diserahkannya urusan dalam bidang perikanan oleh peme-
rintah pusat kepada pemerintah deerah, dimaksudken agar da
pat memperoleh days guna serta hagil guna yang sebesar-be
sarnya - dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya peri
kanan di daerah secara terarah-terpadu dengan memperhati-
kan kelectarian, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakal-
nya, termasuk didalamnya masyarzkat nelayan,

Sejalan dengan hal di atas, pasall22 dari Undang-Un
" dang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, disebutkan bsh-
wa Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Dag
rah untuk melaksanskan urusan tugas pembantuan dibidang pe
rikanan. Penyerahan sebagian darl urusan Pemerintsh Pusat
dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Dati I Jawa
Tengah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun
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1951, Sementarzs itu untuk masalah penyerahan sebagisn .dari
urusan Pemerintah Pusat di bidang perikanan lant, kehutanan
dan karet rakyat kepada daerah swatantra tingkat I diatur
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957.

Untuk meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil peri-
kanan dari nelayan, yang a2kan dikonsumsi den atau diperda-
gangkan kepada konsumen atau masyarakat, baik dalem negeri
maupun luar negeri memenuhl syarat-syarat hygienes, sehihg~
ga mampu untuk meningkatkan pendapatannya, maks perlu ada
pemeriksaan mutu hassil perikanen,

Pengaturan hukum atau desar hukum bsgi Pemerintah
Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk masalah pemeriksaan mutu
terhadep hasil perikenan nelayan, khususnya dikodia Sema-
rang adalah sebagai berikut
(1), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1990 tentang Penyederhaznzan Tata Cara Pengujian Mutu
Ikan Segar dan Ikan Beku,
(2). Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Keseha
tan Yomor : 31/Kpts/Um/I /1975
%2 /1 /KAB/B.U/1975 ,
tanggal 28 Januari 1975 tentang Fembinaan Mutu Hasil

Perikanan.

(3), Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan tanggal 26
Januari 1977 Nomor H./II 2/1/%/77 tentang Pedoman Pem-
binaan dan Fengelolaan Laboratorium Pembinaan dan Peng
ujian Mutu Hasil Perikanan.

(4). Peraturan Deerah Nomor 7 tzhun 1978 mengenai Pemeriksa
an Mutu Hasil Perikanan Di Propinsi Dati I Jawa Tengah

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa peraturan-pe
raturan yang dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum ba

" gl Pemeriksaan Mutu terdiri dari ketentuan-ketsmtuan.... se=~

perti Inpres, Peraturan Bersama Menteri maupun Surat Keputu

san Dirden, yazng merupsakan ketentuan "Payung" bagi Peratu-
ran Daerah sebagai ketentuan "Operasional" bagt pemeriksaan
mutu hasil perikanan.
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B, Peleksanaan dan Syarat pemeriksaan mubu hasil perikanan

Rerdasarkan ketentuan pada pasal 2 bab II Perda no-
mor 7 tahun 1978, ditentukan bahwa maksud dar tujuan diada=-
kan pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan adalah utuk :
(1) Meningkatkan mutu hasil perikanan,

(2) Menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan ataun
diperdagengkan kepada masyarakat, baik dalam negeri mau
pun luar negeri tetap memiliki atau memenuhi syarat-sya
rat hygiene.

Sementara itu berdasarksn Peraturan Bersama Menteri
Pertanian RI dan Menteri Kesehatan Repiblik Indonesia Nomor
31/¥pts/um/1/1975 tentang Pembinaarn Mutu Hasil Perikanan,
32 /1 Kav/B.U/1975
yang dimaksudkan dengan hygienes adalah suatu keadaan yang
membuat ikan dan produk akhir menjadi makanan sehat dan ti-
dak membahayzkan kesehatan (Lihat pasal 1 ayat 7).

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pemeriksasn mutu .
terhadap hasil perikanan ditentukan bahwa Setiap orang dan
unit pengolahan yang berada di Propinsi Daerash Tingkat I Ja -
wa Tengch diwajibken untuk memeriksakan hasil perikanannys

sebelum dikonsumsi dan atsu diperdagangkan kepada masyara-
kat, baik dalam negeri maupun luer negeri (eksport). Pemew
riksaan tersebut dilakukan oleh suatu unit laboratorium de-
ngan cara melakukan pemeriksaan laborat terhadap hasil peri
kanan, Di Jawa Tengah laboratorium ini disinghkat dengan na-
ma LPPMHP, yaitu Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu
Hasil Perikansan,

Sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk melakuken
pengujian terhadap mutu hasil perikanan, maka lembaga ini
Juga mempunyai kewenangan untuk menpeluarkan sertifikat Qua

1ity Controle (QC). Berdasarkan Perda Deti.T Jawa Tengah
yang mengatur masalah pemeriksaan mutu, diéebutkan.bahwa
yang dimaksudkan dengan Sertifikat Mutu tersebut adslah su-
atu tanda bukti pengujian laboratorium atas semus Jenis da-
ri ikan hasil persiran serta hssil olahannya yang akan di-
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eksport, dan penetapan standart, sanitasi atau hygienes.

Ada beberapa jenis sertifikat mutu terhadap hasil pe
rikanan, yaitu antara lain : (1) Sertifikat Mutu untuk nepga

ra-negara Uni Fropa, seperti misalnya

-~ Belanda i Gezondheids Certificaat

-~ Perancis : Certificat Sanitaire

- Jerman ¢ Gesundheits Bescheinigung
- Ttalia : Cervificato Sanitario

-~ Ingegris : Health Certificate

Dimana kesemua dari sertifikat tersebut di atas memuat kete
rangan mengenai : (a) Identifikasi Produk, (b) Nama Unit
Pengolahan, (c) Pelabuhan Tempat Pengiriman, (d) Trensportz
si yang Digunakan, (e) Alamst Eksportir, dan (f) Alamat da-
ri Importir. (2) Setifikat Mutu atau Certificate of Quali-
'ty yang memuat keterangan mengenai (a) Identifikasi Produk,
(b) Asal Produk, (c¢) Tujuan Produk, dan (&) Hasil Pengujian
dan yang ke (3) Surst Keterangsn Mutu yang isinya antara 1a
in memuat keterangan tentang : (a) NWama Unit Pengolahan,
(b) Nama Pemilik, 4c) Alamat Pemilik, (d) Jenis Olahan, (&)
Kapasitas Produksi, (f) Bahan Tambzhan, (g) Jenis Kemasan,
(h) Daerah Pemasarsn, {i) Tangeal Pemeriksaan Mutu, (i) Ha-
sil Penilaian Mutu.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimuat da-
lam sertifikat Quzlity Controle adalah suatu keterangasn yang
menyatakan bahwa suatu produk akhir telah sesuvwal dengan stanp
dart mutu yang ditetapkan, Yang mana menurut Peraturan Ber-
sama antara Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan tentang
Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, disebutkan Standar Mutu ada-
lah nilai sesuatu produk yang memenuhi persyaratan identitas
hygienes, kimiawi, keserzgaman mengenai ukuran, berat, isi,
jumlah, label dan lain sebagainya.

Unit Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan (LPPMHP) tersebut merupskan suatu Bnit Pelaksanaan
Tehnis Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah. Mengenai
mekanisme kerja dari LPFPMHP tersebut dalam melakukan pemerik-

5
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gaan mutu hesil perikanan dapat digembarkan sebagai berikut.

(I) Tata cara memperoleh Sertifikasi Mutu Fksport Hasil Pe-
rikanan { Berdasarkan Ferda No 7 Tsghun 1978 Tentszng Pe-
meriksaan Mutu Di Propinsi Dati I Jawa Tengah ).

Dinas Perikanan Propinsi Da

—_— ti I Jawa Tengah CQ Cabang E )

Dinas Perikanan Setempat

EKSPORTIR 3 S ﬂ L DPMED {

A

BPD

W

Keterangan Gambar

1. Eksportir yang bergerak di dalam bidang perikanan menga-
jukan permohonan pengambilan contoh bagi hasil perikanan
yang akan dilakukan pemeriksaan mutunya, kepada Dinas P¥
rikanan Propinsi Dati I Jawa Tengsh CQ Dinas Perikanan

. dengan mengisi blangko permchonan,
2. Setelah blangko permohonan diisi dengsn benar, maka di-
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N
.

nas perikanan melaluvi petugas pengambilan contohnya, akan
mengambil beberapa contoh yang dilakukan secara acak bagi
hasil perikanan yang akan dimohonkan pemeriksaan mutunya.
Selanjutnya Ekspertir tersebut menyerahkan contoh beserta
hasil laporan pemeriksaan contoh dari pein nomor 2 diades

tersebut kepada ILaboratorium Pembinaan dan Pengujisn Mu-

. tu Hasil Perikanan ( LPPMHP ).

Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu hasil pe
rikanan, maks LPPMHP mengeluarkan Surat Pembayaran Peme-
riksaan { SPP )} - Beaya Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan
( BPMHP ) kepada eksportir,

¥emudian Eksportir melakukan pembayaran BPMHP tersebut pa
4a Bank Pembangunan Daerah ( BPD )

Bukti pembayaran BPMHP darj Bank Pembangunan Daerah tadi
selanjutkan diserahkan kembzli pada LPPMEP sebagal bukti
bahwa pihak eksportir telah melunasi segalszs beaya yang
telah ditentukan,

Selanjutnya pihek LPPMEP sebzgai instansi yang berwenang
untuk melakukan pemeriksaan dan pengujiasn mutu hasil pe-
rikanan akan mengeluarkan Sertifikat Mutu Hasil Perikan-
an sesuail peraturan perundangan yang berlaku,

(TI), Tata cara Pemeriksaan Hasil Perikenan Untuk Konsumsi

Dan Atau Diperdagsngkan Dalam Negeri ( Perda Yo 7 ta-
hun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di-
Propinsi Dati I Jawa Tengah ).

Dinas Perikanan
Seksi Bina Usahs :5

N

Y

L TLPPMHP

Vv

Unit Pengolahan J

: s 1
BPD .
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Keterangan Gambar JI

I. Fegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan
(1) Dinas Perikenan melalui Seksi Bina Mutunya melakukan
pemeriksaan mutu Organcleptik serta melakukan penganm
bilan contoh di unit pengolshan hasil periksnan dari
nelavan ’

(?) Femudian pihak pengelcls menyerahkan hssil pemeriksa
an dan contoh dari petugas seksi bina mutu tersebvut
untuk pemeriksaan mutu di Labpratorium Pembinaan dan
Pengujian Mutu Hasil Perikanan ( LPPMHP )

(3) Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu ha-
sil perikanan serta memhayar segala biaya yang telah
ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku,
dan hasil perikanan dinyatakan telah memenuhi persya-
ratan yang ditentukan, maka LPPMHP berwenang untuk me
ngeluarkan Sertifikat Mutu Hasil Perikanan,

1I. Kegiatan Pembayaran Biaya dalam Pemeriksaan Mutu terha-
dap hasil perikanan,

(s¥. Pihak pengelola melakukan pembaysran torhadap sepga-
la bilaya yang diperlukan bagi pemeriksaan mutu ha-
sil perikanan melalui Bank Pembengunan Daerah atau
BPD,

(b). Kemudian bukti setoran pada BFD tersebut diserahkan
oleh pihsk pengelola kepada pihak LPPMHP dan Dinas
Perikanan CQ Seksi Bina Mutu sebagiéi syarat untuk
dikeluarkan Sertifikat Mutu Hasgil Perikanan oleh

Sehagal mana disebutken di atas bahwa bagi setiap
orang maupun unit pengelola perikanan yeng berada di Propin-
si dati T Jawa Tengah diwajibkan untuk memeriksakan hasil pe
rikanannya, namun peraturan tersebut tidak mengatur secara
tegas sanksinya bila terjadi pelanggaran, baik berupa sank-
si administratif maupun sanksl pidana dan denda. Dengan lain
perkataan kewajiban tersebut masih merupakan suatu yang ber-
sifat anjuran tanpa disertai suatu sanksi sebagi law in for-

29



cement atau penegakan hukumnya,
Selanjutnya patab 4 Perda Wo 7 tahun 1978 tersebut

di atas, ditentukan hasil periksnan yang diwajibkan untuk
untuk diadakan pemeriksaan mutunya adalah sebagai berikut :
1. Lohster, Udang Segar stau Beku, yang meliputi :

a, Lobster,

b. Udang beku dengan kepals,

¢. Udang bheku tanpa kepala,

d. Udang segar dikuliti, dibekukan.
2. Ikan segar atau heku terdiri dari :
a. Cakalang, Tongkol, Tuna lainnys,
h. Tkan hasil perikanmn darat lainnya,
c¢. Ikan laut lainnya,
d. Cumi-cumi,
e, Sidat.
Pana Xodok Segar atau Beku .

L

»

Kerupuk Ikan atau Kerupuk Udang.
Ikan Kaleng.
Ubur-Ubur Asin,

Kepiting, Kerang-kerzngan Hidup Segar Beku meliputi :

-

EEEES B WL ¢ IR N
-

a. Kepiting hidup,
b, Kerang Segar Beku
8., Rumput Laut Troca Lols terdiri dari
a, Rumput laut,
b. Agar-Agar,
c. Trocs Lola

9. Tkan Asin Kering meliputi :

a. lkan kering, f, Telor ikan,
b. JTkan asin, g. Karang asin,
¢. Tkan diawetkan lainnya h. Ikan asap,

( misal petis, terasi ) i, Ikan kayu,

d, Cumi-Cumi asin, j. Udang kering.
e. Tripang asin, '

10. Tepung ikan

Ayat (2) menentukan jenis perikan yang belum tercan-
tum dalam ayat (1) tsb, ditetapkan lebil lanjut oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,



Persyvaratan Pemerikssan Mutu Hasil Perikanan

Persyaratan terhadap pemeriksaan mutu bagi hasil pe-
rikanan dapat dibagi kedalam tiga macam persyaratan. Ketiga
persyaratan tersebut meliputi persyaratan mengenai unit pe-
ngolahan, persyaraten mengenai ikan, serta persyaratan me-
ngenai bahan,

Persyaratan mengenai unit pengolahan yang harus diper
hatikan dalam menjalankan pemeriksaar mutu hasil perikanan,
adalah sebagail berikut :

(1) Bangunan unit pengolahan harus ditempatkan di daerah yg
tidak tercemar dan yang dapat menjamin penyediaan ikan
yang bermutu.

(2) Bangunan unit pengolahan dan sekitarnys hcrus dirancang
dan ditata dengan konstruksi sedemikian rupa, sehingga
memenuhi persyaratan hygienee dan kelancaran penanganan-
nya serta pengolshannya,

(3) Unit pengolahan wajib dilengkapil dengan laboratorium
pembinaan mutu yang berkewajiban melakukan pergujian ter
hadap ikan, bahan pembantu, bahan tambzhan dan produk ak
hir yang sesuval standar matu,

Sedangkan persyaratan mengenai ikan yang harus diper-
hatikan dalam mezlakukan pemeriksaan mutu adalah sebagai beri
kut : L
(1) Unit pengolshan dilarang mengolah ikan yang berasal dari

atau ditangkap di daerah dan atau perairan yang cemar,

(2) Ikan yang diolah di dalam unit pengolahan, baik untuk ke
perluan konsumsi dalam negeri, maupun konsumsi luar nege
ri, harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk se
tiap kategori,

(3) Penanganan ikan sejak ditangkap sampai diunit pengolahan
harus memenuhi persyaratan teknik dan hygiene yang dite-
tapkan untuk setiap kategori, sehingga dapat menjamin
terpeliharanya standar mutu yang ditetapkan,

(4) Pengangkutan ikan harus menggunakan peralatan yang hygie
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enes dan harus ditetzpkan penggunaan suhu nol derajat
Celsius, sehingga tidak merupakan sumber kontaminasi dan
penularan terhadap ikan serta dapst menjamin terpelihara
nva mutu standar yang ditetapkan.

Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan sebagal

persyaratan mengenal tahan yang berhubungan dengen pemerik-
saan mutu hasil perikanan adalah sebagzi berikut :

(13

(2)

(3)

(4)

Bahan pembantu maupun bahan tambahan yang digunskan da-
lam pengolahan harus memenuhi persyaratan standar mutu
yang telah ditetapkan.

Adr dan es yang digunakan dalam penanganan dan pengolah-
an harus berasal dari air bersih yang harus memenuhi
standar internasional untuk air minum yang dinyatakan
berlaku di Indonesia oleh Menkes RI,

Penggunaan bahan tambahan yang khususnya berasal dari ba
nan kimia, harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

oleh Menkes RI.
Penggunaan air laut dalam penanganan dan pengelolaan, hg

nya diperbolehkan jika air laut tersebut bebas kuman dan

tidak tercemar.
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¢, feranan Pemerintah Dalam Pemeriksasn Mutu Hasil Perikanan

Berbicarz mengenai peranan pemerintah delam melakukan
pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanen dapat dijabarkan
melalul berbagal ketentuan peraturan perundangan yang berhu-
"~ bungan dengan permasalahan tersebut,

Berdasarkaen pada PP Nomor 1% Tahun 1990 tentang Usaha
Perikanen, disebutkan dalam balb V passl 23 bahwa ¢
(1) Pembinaan dan perngawasan terhadap kegiatan usaha perikan

an, nelayasn dan petani ikan dilakukan oleh Menteri dan
Gubernur KDH tingkat I secara teratur dan berkesinambung
a8N. |

(2) Fembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi. pem
binaan iklim usaha, sarana ussha, teknik produksi, pema-
saran dan pemeriksaan mutu hasil periksnan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam syat 1 dilakukan
terhadap dipenuvhinya ketentuan dalam PP ini dan ketentu-
an peraturan perundangan lainnya yang herkaitan dengan
kegiatan penangkapan, pembudidaysan serta penanganan ha-
sil perikanan, '

Pembinaan dan pengawasan merupakan sa2lah satu hal yg
venting dalam upeys mengembangkan usaha perikanan. Melalui
upaya pembinaan dan pengawasan, pemerintah menciptakan iklim
usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya
rencegahan penggunaan sarana produksi yang tidak sesuai ke-
tentuan, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang
bertujuan untuk meningkatkan daya saing dipasaran internasio
nal dan melindungi konsumen dari hal-hsl yang dapat merugi-
kan dan membahayakan kesehatan, '

Dari pembinaan dan pengawasan seperti itu diharapkan
dapat merangsang perkembangan usaha perikanan, yang pada ak-
hirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
devisa negara serta dapat meningkatkan kesejahterasn hidup
dari para nelayan. pada khususnya dam masyarakat Indonesisa

pada umumnya.
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Dalam rangka pergembangan perikanan, maka pemerintah
herkewajibar memhangun prasarana pendukungnya, antara lsin
berbentuk pelabuhan perikanan., Pelabuhan perikanan tersebut
herfungsi sebagai sarans penunjang untuk meningkatkan pro-
duksi dan sesuai dengan sifatnya sebagail suatu lingkungan
kerja, Di samping ituw, pelabuhan perikanan tersebut jupa
berfungsi sebagal pusat pengembangan masyarakat nelayan, tem
pat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil
tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal
perikanan, sebagai tempat pusat pelaksanaan penyuluhan serts
pengumpulan data, dan sebagai tempat pusat pelaksanaan pembi
naan mutu terhadap hasil perikanan bagi para nelayan.,
| Pembinaan mutu terhadap hasil perikanan ini bertujuan
untuk memcapai nilai ekonomis yang maksimel dari usaha peri-
kanan, dan melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang
mukin dapat merugikan serta membahayakan kesehatannya seba-
gai akibat dari praktek-prakteli yong bersifat penipuan, pe-
malsuan atau perbuatan yasng bertentangan dengan ketentuan pe
rundang-undangan dibidang kesehatan don hygiene. Di samping
itu pembinaan mutu merupakan usaha untuk membina para produ-~
sen yang beritikad daik dan untuk meningkatkan mutu eksport
hagi hasil perikanan,

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam pasal 19
Undang-undang nomor 9 tahun 1985, disebutkan bzhwa Pemerin-
tah mengatur tate niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu
terhadap hasil perikanan.

Dalam kegiatan Quality Controle terhadap hasil perika
nar, pemeriksaan mutu meliputi (1) pemeriksaan Organoleptik,
(2) pemeriksaazn Mikrobiologi, dan (3) pemerikszan Kimia. Mew
kanisme kerja antara kegiatan pemeriksaan mutu yang satu de~
-ngan kegiatan pemeriksaan mutu lainnya adalah saling terkait
akan tetapi didalam pelaksanaan pemeriksaan mutu dilakukan
secara terpisah. Yang mana masing-masing penanggungjawab ter
sebut bertanggungjawab atas hasillpemeriksean mutu, Hasil yg

telah disyahkan oleh penanggungjawab pemeriksaan mutu, dise=
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rahkan kepada penanggungjawab Quality Controle,

Adapun uraian mekanisme kerjanya adalah sebagai beri
¥ut : Pertama, dari petugas penanggungjawad contoh, contoh
diserahkan kepada penanggungjawab Quality Controle untuk di
periksa, Kedua, penanggungjawad Quality Controle menyerah~
kan contoh kepada masing-masing penanggungjawab pemeriksaan
mutu untuk diperiksa atan diujl secara orgencleptik, mikro~
biologi dan kimia, Ketiga, penanggungjawab mutu menyerahkan
contoh kepada anz2lisnya, kemudian aralis menguji sesuai de-
ngan pemeriksaan mutu masing-masing. Keempat, hasil dari pe
meriksaan mutu tersebut oleh analis diserahkan kepads pe-
nanggungjawab pemeriksaan mutu. Dan kelima, penanggungjawab
pemeriksaanmutu menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penang
gungjawadb pemeriksaan mutu (Quality Controle). Apabila ada
kesalahan hasil dari pemeriksaan mutu, penanggungjawzb Qua-
1ity Controle menugaskan kepada penanggungjawab pemeriksaan
mutu untuk diuji ulang. Dari sebagian contoh yang diperiksa
tersebut diambil untuk arsip, dan setelah 3 bulan arsip con
toh tadi dimusnahkan,
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D. TFaktor Penghambat terhadap pemeriksaan Mutu

Segcara umum dapet dikatoeksn bahwa masyarskat nelayan
yang heradz dalam wilaysh perairan Semarang, belum mengeta-
hui, memahami serta melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7
tahun 1978, mengenal Femeriksaan Mutuw Hasil Perikanan. Kew
adaarn tersebut dikarenzkan oleh beberapa faktor penyebabg
vang dalam penelitian ini dapat dikategorikan jadi % macam.
Faktor penyebab pertama bersumber dari Nelayan itu sendiri,
herupa

(1) Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan dari para nela
yan

(2) Ketidak tahuan para nelayan akan manfaat dan arti pen
tingnys pemerikssan mutu terhadap hasil perikanan.

(%) Yurangnya informasi mengenai tata cars dan pelaksana-
en'pemeriksaan mutu hasil perikanan

(4) Para nelsyan memilik cara-csara praktis dengan menjual
langsung hasil perikanannya kepada para bzakul ztau pa
ra tenghulzsk. N

(5) Jauhnya instansi atau lembaga yang berwenang-untuk me
lakukan pemeriksazr mutu hasgil perikanan

(6) T3dak ade sanksi yang tegss apabila para nelayan eng-
gan untuk memeriksakan mutu hasil perikannya.

Faktor venyebab yang kedua bersumber dari pihak Pemerintah,
meliputi :

(1} Kurangnya upaya dari pemerintah untuk melakukan sosi-
alisasi peraturan yang mengatur Pemeriksasan Mutu ter-
sebut kepada masyarakat dan para nelaysn khususnya,

(2) Kurangnya pembinaen, pendidikan dan pengawasan dari
vemerintah kepada nelayan mengenai mutu hasil perika-
nan.

(%) Peraturan mengenai pemeriksaan mutu yang dikeluasrkan
Pemerintah tidak disertai adanya sanksi hukum yang te
gas sebagal upays penegakan hukum bagi para pelanggar

(4) Kurangnya koordinasi diantara Pemerintah dengan berba
gai instansi lain mavpun pihak swasta
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Faktor penyebab yang ketige berupa Sarana dan Prasarana rep
dukung, melliputi ‘

(1) Belum terbentuknya Felabuhan Perikanan yang salah sa=-
tu fungsinys adalah sebagai tenpat untuk melakukan
Pembinaan Mutu Hasil Ferikanan, di samping fungsi la=
innya.

(2} Javhnys Laboratorium Pembinasan den Pengujian Mutu Ha-
sil Perikanan dari lokasi pensngkapan hasil perikan-
an nelayan,
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BAB VI
PENTTUOP

Baglasrn terbesar deri wilaych negara Republik Indone-
si= terdiri deri perairsn yang mengandung sumber deya ikan
yang pctensisl den ssnget penting srti dan peranannys bagi
upaya peningkatsn kesejahteraan dan kemakmursn seluruh rake-
vet Indonesia delam rangka Pembangunsn Nasionsl.

. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1985 tentang Periksnan,
disebutkan bahwa wilaysh perairan Indcnesia meliputi (1) Pe
raziren Indonesia, (2) Sungai, Dsnau, Waduk, Rawa den Genang
an Air laimmys di wilayah RI dan (3) Zona Fkonomi Eksklusif
atau ZEE. Dengan telsh disahkannya rejim Hukum ZEE dalem
lingkup Hukum ILaut Internasionzl yang baru, maskz sumber da-
yva perikanan milik hangsa Indonesia menjadi trertambah hesar
jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang peningkatan
kesejahteraan serta kemakmuran seluruh masysrakat Indonesia
pada umumnya dan mesyarakat nelsyan khususnya.

Pasal 33 UUD 1945 merupaken lendasan konstitusicnal
dan sekaligus arah bagi pengaturan herbagai hal ysng berka-
itan dengen sumber daya ikan, dalam rangka mencapei kemakmu
ran dan kescliehteraan seluruh raekyat Indonesia, termesuk di
dalamnya untuk memperbziki kehidupan nelasyan melalui pening
katan pendépatannyao

Diserahkannya urusan dalam hidang perikanan oleh Pe-
merintah Pusat kepades Pemerintzh Daerah ( Pemda ), dimzksud
kan agar dapat dipercleh daya guna den hasil guha yang se-
besar-hesarnya dalam memanfaatkan serta mengelola sumber d3
va perikanan di daerah secara terarsh dan terpadu dengan =
memperhatikan kelestarian, kemakmursn mesyarakatnya, terma-
‘suk didalesmnys adelah masyarakat nelayan.

Pantai yang berada di wilsyah Fotamediz Dati II Sema
rang dan sekitarnya, adslsh merupakan bagian yeng tidak tex
pisehkan.dga wilayah Pantai Utara { Pantura ) Jawa Tengah,
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Di wilsyah Pantura tersebut, yeng sebsgien penduduknys ter-
diri fari pare nelayan, maka perhatiarn khusus perlu senanti
agn diberikan delem rangka untuk meningkstksen pendapstan
certa kescirhteraan hidupnye heserts keluarga,

Febilasasan demri pesra nelayan untuk langsung wenjual
haeil perikanannys tanpa mau melskukan pemerikssan mutu ter
lebih dahulu hasil perikanannya dirasa kurang menguntungkan
bila dilihat dari herge yang diterimanys. Hal tersebut dikg
renzkan harga yang didapatksn serts dibayarkan pada nelayan
sanpgat rendeh, sehingge tidak sesual dan sepaden dengan je-
rih payah dan resikc yang harus ditanggung nelaysn 4i laut,

Dalam rsngka untuk meningkatkan mutu dan menjaga
agar hasil periksnan yang dikonsumsi dan_atau diperdagang=
kan kepada masyarakat, baik dalam msupur luar negeri meme-
nuhi persyaratan mutu dan hygienes, maks perla dizdakan Pe
meriksaan Mutu ( Quality Controle ) terhadap Hasil Perikan
an, Hal ini dikarenaken tahwa hasil perikanan merupzkan sg
jenis makanan yang cepat mengalami kemunduran mutu serte
mudah sekeli membusuk dan rusnsk,

Mengingat pertingnya pemeriksasy mutu levhadap has
21V periksnan tersebut, wmeke Pemerintsh Nearsh Dati I Ja
wa Tengeh perlu untuk mengeluarkan ketentusn-ketentuan se
bagal dasar Hukum pengaturannya,

4. Kesimpulan-Kesimpulan

Berdasarkan pada ureisn-uraian tersetut dintas, se-
brgel penutup dari kegistan penelitian ini, maks akan pe-
neliti cobe untuk memberikan beberaps kesimpulan skhir se-
bagal berikut :

{(1). Adanya Peraturan dari Pemerintah yang mengatur menge-
nai Pemeriksaan Mutu { Quality Controle )} hazsil Feri-
kanan, bertujusn untuk mengatur pembinaan mutu; pene~
riksaan pada mutu hasil perikanan, sehingga hasil pe=-
rikan itu dapat memenuhi persyaratan mengenzi mutu dan
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hygienes untuk memasuki pasaran internssionel, yang pa

de akhirnya dapat meningkstkan narkat dan martabat ser

ta kesejahterasn nelayan pada Khususnya dan mesyarskat

Indonesia uwnumnya.

Peratursn-peratursn yang dijadikan sebagel dasar
Hukwn pengaturan mengenzi Temeriksaan Mutu { Quality
Controle ) terhadap Hasil Perikanan di Kodis Semarang
terdiri dzri dua ( 2 ) ketentuszn, Ketentusn yeng per-
tema berups Ketentusn "Fayung" terdiri dari :

a&. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pg
nyederhansan Tats Cara Tengujian Mutu Ikan Segar
dan Ikan DBeku,

b. Peraturar Bersama Menteri Pertanian dan ilenteri Ke-
sehatan Nomor : 31/Kpts/Um/fI/1975%

32/ T/R4E/B.U/1975
tentzng ITembinaan Mutu Hasil Ferikanan

c, Surat Keputussn Direktur Jenderal Perikanan Nomor
© ¥./I1/2/1/6/77 tentang Pedomen Pembinaan dan Penge
lolaan Mutu Hesil Ferikanan.

o

Dan yang kedua berupa ketentusn yong bersifet "Ope
rasional® begi kegiztsn Pemeriksasan Mutu FHasil TFerika-
nan adseleh Teratursn Dacraia { Terda ) Yomox 7 tahun
1978 mengenal Pemerikszan Mutu Hasil Periksnan Di Pro-
pinsi Deti T Jewe Tengsah.

(2). Peranan Pemeriniah dalam memasysrakatken peratursn me-
ngenai Pemeriksaasn Mutu ( Quslity Controle )} Hasil Pe-
rikanan, sangatlch diperlukan dalam rangka mencapal
ava yang menjadi latar belakang pemikiran, meksud dan
tujuan Pemeriksaan Mutu tersebut, yaitu diperolehnya
suatu hasil periksnan yang memenuhl persysratan stan-
dar mutu dan hygienes sehingga mampu memasuki pasaran
Internasional dan msmpu untuk meningkatkan pendapatan,
xesejahteraan dsn kemakmuran nelayan khususnya serta
masyarskat Indonesia umumnya.

Perznanan dari pemerintah ini dapat berupa pembe-

rian Bimbingan, Pelatihian, Fembinaan dan Pengawagan ke
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pada pare nelayan tenteng hal-hal yang herkaiten dengan

Pemerikszan Mutu Hasil Perikanen khusuenya.

(3), Nelayan yang berada di daerah Kodis Semzrang pada dssa
nye belum sepenuhrya memsnfaatkan Pemerikssan Mutu bﬂ‘l
Hasil Perikanannyz, hsl tersebut disebsobkan oleh bebers
pa alasan @

a. Kurengnys Sosizlisasi Peraturan yang dilokukan Peme-

rintzh kepzda pars Telayan

b. NRendshnya tingkst pendidikan serta kesadaran deri pa
ra Nelayan untuk melesksanakan ketentuzn Pemeriksaan
Mutu Hasil Perilkanan,

c. Tidak dicantumksnnya sanksi pidanc pada peraturan
tersebut, begi para Nelayan yang tidek mau memerik-
sakan Mutu Hasil Perikansn, wslaupun peraturannyz
memuat ketentuon yang bersifat wajidb bagl perseorang
en ( Welayasn ) maupun Unit Ussha memeriksakan mutn.
hegil perikanannya.

(4), Yeng menjadi faktor-faktor penghembat pelaksanzan Pemg
riksasn Mutu Haril Periksnan begi Temerintch adalsh @

. Rendohnya tingkat pendidikan dari pars Relaysn

b. Hendzhnya kesadsran den partisipasi pars Nelaysa

¢. recilnya modsl yang dimiliki Temeriptah

d. Belun terbentuknya Telabuhan Perikanan yang depst
berfungsi sebagal sarana dan prasarana pendukung
kegiztan Pemeriksaan Mutu Hasgil Perikanen

. dendshmye Sunber Days Manusia gebagal pelaksana di
lapengan dzri pihak Pemerintah,

f. Tidsk dicentumkennys sanksi hukum ysng tegas bagil
#lipelanggar peraturan yarng tidek melskukan pemerike-
saan mutu hasil perikannanys.

Sedangken yeng menjadi faktor penghambat bagi Ne-
layan dalsm melaksenskan Pemerikszan Mutu Hasil Ferikg
nan adsleh :

a. Kurangrye informasi tentang peraturan Pemeriksaan
Mutu Hasil Perikanan
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b. Javhnys lokasl Laboratorium Pembinaasn dan Pemerikss
an iiutu Hessil Ferikanan dari lokszsi keberadasen pera
Helayan., |

¢c. Alasan praktis, nelzyan lebih suka leangsung menjual
hasil periksnannys pads tengkulak atauw pedageng dan
langsung terima hasil ( Uang ) deri pada harus ter=
let:in dulu - . meneviksakan hesil periksnannyza yg
aken mamaken waktu serta proses yang panjange.

2. Saron-Szran

1. Hendaknyz perlu untuk senantiasa melskukan sosialji
sasi peraturan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan pa
da pars Velzyan.

2. Melokukan penirjausn kemball pada perzturen terse=~
but yeng mengatur tentang kewajilan urtuk meloku-

kan pemeriksaarn mutu hesil perikanan ysng belum di

ikuti dengan pemverian sankel pidana bagi sipelang
garnya.
%. Merparcenzt Pembusztan Pelsbunan Perikanzn di ¥odis

i i
Semareng yveng berfungs! sebagel soranz den prasara
pendurung Weglsatsn pemerikssan mutu hesil perikan
&N,
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